
3 TAHUN PERKARA SHM MACET DI BPN LAMSEL, OMBUDSMAN LAMPUNG TURUN TANGAN

Jum'at, 13 Mei 2022 - Risqa Tri

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung ikut membantu menyelesaikan
permasalahan penundaan berlarut pemisahan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diajukan warga sejak 2019 lalu.

Hal itu lantaran selama 3 tahun, permasalahan pemisahan SHM yang dimohonkan oleh masyarakat atasnama Sdr. M di
Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Lampung Selatan sempat macet.

Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf menyampaikan, tanah pelapor Sdr. M
terkena pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol tahun 2015. Namun tidak semua, sehingga tanah yang lainnya
masih tersisa dan masih dapat difungsikan kembali.

"Maka dari itu, SHM pelapor awalnya akan dilakukan pemisahan hak oleh Kantor Pertanahan, namun tak kunjung selesai.
Sehingga Pelapor mengajukan permohonan pemisahan hak (SHM) secara mandiri Tahun 2019," ujar Nur Rakhman, saat
dikonfirmasi, Jumat (13/5/2022).

Oleh karenanya, dugaan maladministrasi berupa penundaan berlarut sejak 01 Juli 2019- 2022 yang dilakukan oleh pihak
BPN Lampung Selatan, segera ditindak lanjuti Ombudsman.

Lantaran, Sdr. M telah berupaya mengkonfirmasi ke BPN, namun selalu mendapatkan jawaban belum selesai.

"Kami menindaklanjuti laporan Sdr. M dengan melakukan permintaan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan. Hasilnya,
permohonan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan menerbitkan 2 SHM untuk tanah sisa milik Sdr. M," ungkap Nur
Rakhman.

Dengan berhasilnya diterbitkan 2 SHM kata Nur Rakhman, pihaknya mengapresiasi pada tim pemeriksaan yang telah
dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Saya juga mengapresiasi Tim Pemeriksaan Laporan, proses pemeriksaan bisa dilakukan dengan cepat tentunya dengan
kerjasama yang baik juga dari pihak Kantor BPN Lampung Selatan. Sehingga masalah juga terselesaikan dengan cepat,"
timpalnya.

Nur Rakhman juga menghimbau bagi masyarakat yang memiliki kendala maupun melihat adanya dugaan maladministrasi
di Kantor BPN dapat menyampaikan pengaduan ke Ombudsman.



"Bagi masyarakat, jangan segan untuk lapor ke Ombudsman, apabila menemukan adanya dugaan maladministrasi, mari
bantu kami, agar pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik, dan ingat melapor di Ombudsman
gratis atau tidak dipungut biaya," tandasnya. (*)
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